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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab –Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin
dapat dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik bawah)
خ Kha kh ka dan ha
 د Dal d De
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim m Em
ن Nun N En
و Wau w We
ھ Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda (’).
x2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا fatḥah A A
 ِا Kasrah I I
 ُا ḍammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 ُۍ fatḥah dan yā’ Ai a dan i
 ْﻮَﯨ fatḥah dan wau au i dan u
Contoh:
 َﻒَْﯾﻛ  : kaifa
ڶ ْﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:
Harakat
dan Huruf Nama
Huruf dan
Tanda Nama
 ی ...  | ا
… fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ﻲ kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
 ْﻮَﯨ ḍammah dan wau ū u dan garis di atas
Contoh :
 َتﺎَﻣ : māta
ﻰَﻣَر : ramā
 َﻞْﯨِﻗ : qīla
 ُت ْﻮُﻤَﯾ : yamūtu
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
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adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpiah, maka
tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
 ِلﺎَﻔَْطْﻷا ُﺔَﺿْوَر : rauḍah al-atfāl
 َُﺔﻠِﺿﺎَﻔْﻟُاﺔَﻨْﯾِﺪَﻤَْﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤَْﻟا : al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd ( ّ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi syaddah.
Contoh:
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanā
ﺎَﻨْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainā
 ﱡﻖَﺤَْﻟا : al-ḥaqq
 َﻢ ُِّﻌﻧ : nu’’ima
 ﱞُوﺪَﻋ :‘aduwwun
Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ْﻰِﯨ), maka ditransliterasikan dengan huruf maddah menjadi ī.
Contoh:
 ﱞﻰِﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) :
 ﱞﻰِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan لا (alif lam
ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis
mendatar (-).
Contoh:
 ُﺲْﻤﱠﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 َُﺔﻟَﺰْﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzlah)
 ُدَﻼِﺒَْﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
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Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
Contoh:
 َنْوُﺮُْﻣَﺄﺗ : ta’murūna
 ٌءْﻲَﺷ : Syai’un
 ُتْﺮُِﻣأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-Jalālah (ﮫﻠﻟا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﮫﻠﻟا ُﻦْﯾِد dīnullāh  ِﮫﻠﻟ ﺎِﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:
 ِﮫﻠﻟا ِﺔَﻤْﺣَر ْﻲِﻓ ْﻢُھ Hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal
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nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata Mubārakan
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān
Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī
Abū Nasr al-Farābī
Al-Gazālī
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = Subhanahu wa Ta’āla
saw. = shallallāhu ‘alaihi wasallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijriyah
M = Masehi
Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,
Naṣr Ḥāmid Abū)
xiv
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS…/…:4  = QS al-Baqarah/2:4
HR = Hadis Riwayat
t.p. = Tanpa penerbit
t.t. = Tanpa tempat
t.th. = Tanpa tahun
h. = Halaman
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ABSTRAK
Nama : Marhayana
Nim : 10500113045
Judul : Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi di
Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten
Sinjai)”.
Skripsi ini berjudul “Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa
Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi di
Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai)”. Dimana
dalam skripsi ini terdapat 2 (dua) sub masalah yakni (1) Bagaimanakah Pendaftaran
Akta Kelahiran anak hasil Nikah tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?, (2) Bagaimana kendala-kendala pendaftaran
Akta Kelahiran anak hasil nikah tanpa Akta Nikah  Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010?, Untuk menyelesaiakan sub masalah tersebut,
maka digunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi dokumen,
wawancara dan observasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dianalisa
secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang dilakukan guna mencari
kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendaftaran Akta Kelahiran anak
hasil nikah tanpa Akta nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi N0. 46/PUU-
VIII/2010 yaitu dapat dilaksanakan dengan mudah dan nama Ayah yang tercantum
sebagai orang tua pada Akta Kelahiran anak dengan syarat pasangan suami-istri
tersebut dapat membuktikan perkawinannya secara sah dengan cara istbat nikah. (2)
Kendala-kendala dalam Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta
Nikah  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 yaitu: Rendahnya
kesadaran masayarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan salah satunya
akta kelahiran, lambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maupun
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Sinjai, dan Kurangnya
pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum.
Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Sebaiknya pemerintah menambah
perangkat tekhnologi, sarana dan prasarana lainnya sebagai pendukung pelayanan
serta meningkatkan kinerja SDM agar peluang kesadaran dan pengetahuan dari
berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan administrasi kependudukan terutama
pembuatan akta catatan sipil. (2) Mengoptimalkan sosialisasi tentang program
pemerintah tentang pembuatan kutipan akta kelahiran gratis memberikan
pengetahuan dan keingintahuan dari masyarakat untuk mendukung sistem
administrasi kependudukan dan keinginan dari masyarakat untuk terus melakukan
perbaikan dan penyempurnaan pelayanan dan mengerahkan berbagai pihak termasuk
kepala sekolah untuk mewajibkan akta kelahiran sebagai persyaratan wajib
pendaftaran sekolah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang Masalah
Undang-undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi Negara Republik
Indonesia . Sebagai dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan dalam
mewujudkan nilai–nilai luhur yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia ,
yaitu Pancasila. Pancasila merupakan hukum diatas segala hukum (staats
fundamental norm). Artinya UUD 1945 sebagai dasar hukum, dalam
pembuatannya tidak boleh beretentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang
terdapat pada Pancasila. Sebab UUD 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah
Pancasila (walaupun tidak tertera secara langsung dalam UU). Maka dari itu,
dikenal lah sebuah asas yang berbunyi lex superior derogat legi inferior, artinya,
hukum yang lebih tinggi menjadi acuan hukum yang lebih rendah.
UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat statis/absolut.
UUD 1945 dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara.
Bahkan soal perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD
1945 Pasal 37. Dalam perubahannya ini juga UUD 1945 harus tetap mematuhi
asas lex superior derogat legi inferior. Sampai saat tulisan ini ditulis, UUD 1945
sudah mengalami empat kali amandemen. Setiap warga negara Indonesia beserta
pemerintah wajib mematuhi apa yang sudah tertulis dalam UUD 1945. Sebab
dengan cara ini, tujuan negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum tanpa
menyingkirkan kepentingan pribadi dapat terlaksana dengan baik dan bijaksana.
Begitu pula terkait perkawinan,  Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang
2tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) menegaskan “setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di
Indonesia, yaitu bersifat pluralistik, karena adanya beraneka ragam Undang-
Undang yang mengatur tentang Perkawinan. Peraturan Perundang-Undangan itu,
meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, serta berbagai peraturan Pelaksanaannya. Didalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak tercantum pengertian perkawinan,
namun didalam Pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa “Undang-Undang
memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”.
Hubungan-hubungan perdata atau disebut juga the privat relationships
dikonsepkan sebagai ikatan-ikatan atau peralihan yang berkaitan kepentingan
antara suami-istri. Hubungan diantara keduanya, tidak ada hubungannya dengan
agama. Konsep perkawinan ang paling ringkas tercantum dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.1Perkawinan merupakan “Ikatan lahir
batin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk
membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.”2.
Didalam hukum perdata untuk membuktikan bahwa seseorang telah
menikah maka harus ada Akta Nikah dengan cara mencatat di KUA. Salah satu
tujuan pencatatan nikah adalah melindungi institusi pernikahan yang dilakukan
1Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil
Law (Jakarta: PT.rajagrafindo, 2014) h. 145.
2Pasal 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3oleh umat Islam dengan memberikan kepastian hukum (rechtessisherkeit)
terhadap pernikahan tersebut.
Kepastian hukum dari pernikahan muncul karena pencatan nikah
dilakukan oleh Pejabat umum (openbaar ambtenaar) dalam proses pernikahan
umat Islam,  kemudian ia memberikan akta otentik berupa Akta Nikah/Buku
Nikah sebagai alat bukti penting penting bagi pernikahan tersebut, sehingga
pernikahan tersebut benar-benar dapat dibuktikan telah terjadi dihadapan hukum.
Menurut fatwa tarjih Muhammadiyahyang berbunyi “keharusan
mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta nikah dalam hukum Islam,
diqiyaskan kepada pencatatan mudayanah (hutang piutang) yang dalam situasi
tertentu diperintahkan untuk mencatatnya”, seperti disebutkan dalam firman Allah
QS al-Baqarah/2:282 yakni:
                 .…
Terjemahnya :
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….3
Ijab kabul dalam pernikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian
yang sangat kuat (mitsaqon gholizho) seperti yang disebutkan dalam firman Allah
QS an-Nisa’/4:21 yakni berbunyi :
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Pantja Cemerlang,
2015), h. 48.
4 …          
    
Terjemahnya:
…bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu
telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka
(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat4.
Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus
dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama
lagi untuk dicatatkan. Mencatatkan perkawinan mengandung kemaslahatan dan
kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan
tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan untuk kepentingan
pribadi dan merugikan pihak lain, terutama isteri dan anak-anak. Penetapan
hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan
hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah :“tashorruful imam ‘alar-
ro’iyyah manuthu bil-mashlahah”. Artinya: Suatu tindakan pemerintah berintikan
terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.
Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah
dikarenakan ada yang menikah sebelum adanya peraturan tentang Undang-
Undang Perkawinan ada pula yang hanya karena sekedar lalai dan tak taat hukum
dan kadang orang awam menyebutkan dengan kata nikah dibawah tangan bahkan
ada pula yang menyebutkan nikah sirri.  Dengan adanya perkawinan maka
seseorang dapat mendapatkan keturunan dan melanjutkan nama keluarga.
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 81.
5Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah
kehidupan Rumah Tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk
membangun mahligai Rumah Tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk
mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika
banyak pasangan suami-istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu
mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan Rumah Tangganya,
karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya
juga membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.
Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu
mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain
anak juga akan menjadi pewaris dari harta kekayaaan yang ditinggalkan orang
tuanya kelak jika ia meninggal.
Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah
perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai
manusia, membentuk dan mengatur Rumah Tangga atas dasar cinta dan kasih
sayag, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan tanggung jawab5.
Begitu banyak makna sebuah perkawinan merupakan fitrah  yang harus dijalani
dengan itikad yang tulus semata-mata uantuk tujuan menciptakan kehidupan
Rumah Tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama dan kepercayaan
yang diyakininya.
Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman
bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak
5Soetojo Prawirihamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), h. 28-29.
6fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh
anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluargnya6.
Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah swt. Anugerah yang
membuat sepasang hati semakin bertambah bahagia, kebahagiaan yang tidak bisa
dinilai dengan harta maupun benda. Anak adalah rezeki dari Allah, sudah
sepantasnya pasangan suami isteri bersyukur atas rezeki itu, Allah Swt berfirman
dalam QS Al-Syura/42:49-50.
                    
                   
Terjemahnya:
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang
Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang
Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia
kehendaki,) atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan
perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan
mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui
lagi Maha Kuasa.7
Islam memandang bahwa anak adalah anugerah yang sangat mulia dan
suci yang harus disyukuri kehadirannya dalam keluarga, Diantara rasa syukur
adalah memperhatikan hak-hak anak diantara hak anak untuk memperoleh
pengakuan sejak kelahirannya dengan cara mendaftarkan kelahiran anak di
Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil  dalam bentuk Akta Kelahiran.
6D.Y.Witanto. Hukum Kelurga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Jakarta: Prestasi
Pustakaraya, 2012), h. 3.
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 488 .
7Sehingga dengan demikian, terjalinlah hubungan yang harmonis didalam
kaluarga.
Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas
merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan
hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak
kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.
Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam pasal 5 UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan
bahwa:“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan”.
Kemudian hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang
menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak
kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1)
dituangkan dalam akta kelahiran”. Sementara itu dalam UUD 1945 Pasal 28 D
ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum adil serta perlakuan yang sama dihadapan
hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status
kewarganegaraan sebagaimana datur dalam Pasal 28  D ayat (4) yang
menyatakan,”setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Selain ini
pembuatan Akta kelahiran diatur dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang ini
8ditegaskan bahwa Pencatatan kelahiran diwajibkan kepada warga negara melalui
sistem stelsel aktif Penduduk.
Akibat tidak memiliki akta kelahiran, sulit baginya untuk mendaftar di
sekolah negeri. Kalaupun akta kelahirannya diterbitkan, yang dicantumkan
sebagai orangtuanya adalah nama ibu yang melahirkannya. Tidak tercantumnya
nama ayahnya pada akte kelahiran si anak, akan memberi dampak yang sangat
mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Karena status
anak bukan anak yang sah menurut hukum, anak-anak tidak berhak atas biaya
kehidupan dan pendidikan, termasuk nafkah dan warisan dari ayahnya.
Anak-anak juga sangat rentan dengan kekerasan. Mereka kurang
memperoleh kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya, karena hubungan
antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya
menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Akibatnya, anak jadi
terlantar dan tidak dapat bertumbuh dengan baik. Alhasil, anak-anak yang
dilahirkan dari perkawinan sirri dapat dikatakan sebagai seorang anak yang tidak
mempunyai ayah.
Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Terhadap Persoalan Anak Luar Kawin , begitu banyak problematika dimasyarakat
yang terjadi terkait pendaftaran Akta Kelahiran anak baik Anak Luar Kawin,
Anak hasil Nikah Sirri maupun Anak hasil nikah tanpa Akta Nikah, dahulu kala
begitu banyak pasangan suami-istri yang telah sah malakukan pernikahan seperti
tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menegaskan, “Perkawinan adalah sah,
9apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu”.
Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sinjai banyak pasangan suami-
istri yang telah menikah secara Islam namun tidak mendaftarkan perkawinannya
di KUA jadi mereka belum memiliki Akta Nikah hingga saat ini, sedangkan
sebelum adanya Putusan tersebut orang tua dapat mendaftarkan anaknya ke
Catatan Sipil dengan tujuan untuk mendapatkan Akta Kelahiran namun
persyaratan dan ketentuan yang berlaku dinegara Indonesia terkait Pendaftaran
Akta Kelahiran Anak. Bahkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
tersebut masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Pasangan suami-istri yang
telah menikah namun tidak memiliki Akta Nikah pada saat ingin mendapatkan
Akta Kelahiran anaknya. Hal ini menjadi Penting dan menarik bagi penulis untuk
melakukan penelitian dengan judul “Penerbitan Akta Kelahiran Anak hasil
nikah tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
VIII/2010 (Studi Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten
Sinjai)”.
B. Fokus penelitian dan Dekskripsi Fokus
Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis mengambil beberapa
pointer fokud penelitian sebagai berikut:
1. Pendaftaran Akta Kelahiran Anak tanpa Akta Nikah  Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010;
2. Kendala-kendala pendaftran Akta Kelahiran Anak tanpa Akta Nikah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
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Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami Fokus Penelitian
kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan Fokus Penelitian sebagai
berikut:
Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas
merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan
hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak
kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya.
Namun terjadi banyak perubahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU-VIII/2010 yakni anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak
memiliki Akta Nikah, dimana pasangan suami isteri yang tidak mendaftarkan
perkawinananya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak tercatat di Catatan
Sipil maka akan berdampak kepada anak-anaknya. Anak yang tidak terdaftar
pernikahan orang tuanya (tidak memiliki Akta Nikah) maka kedudukannya
didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan dianggap anak
luar kawin, dimana pada Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa “Anak yang
dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
dan keluarga ibunya”.Dan hal inilah yang menjadi kontrofersi diberbagai
kalangan karena anak tersebut kehilangan hak atas pengakuan dari Ayah
Biologisnya.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Pendaftaran Akta Kelahiran anak hasil Nikah tanpa Akta
Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ?
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2. Bagaimana kendala-kendala pendaftaran Akta Kelahiran anak hasil nikah
tanpa Akta Nikah  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-
VIII/2010?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang
mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan maupun dari
beberapa buku yang dimana didalamnya terdapat pandangan dari beberapa ahli.
Adapun beberapa literatur yang di dalamnya membahas tentang mediasi di
pengadilan adalah sebagai berikut:
1. Buku yang berjudul “Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar
Kawin, Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU
Perkawinan” yang disusun oleh D.Y. Witanto. Buku ini lebih memaparkan
mengenai hak dan kewajiban anak luar kawin setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi, kewajiban orang tua terhadap anaknya, namun
tidak membahas tentang penerbitan akta kelahiran anak.
2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta
Nikah Menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Kaitannya Dengan
Hukum Islam” yang disusun oleh Sukri. Sripsi ini hanya memaparkan
mengenai kedudukan hukum orang yang menikah tanpa mencatatkannya
di KUA dan Catatan Sipil setelah tahun 1974, namun tidak mengkaji
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Firnando Satria Nugraha mahasiswa
Universitas Tarumanagara dengan tema “Analisis Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengubahan Pasal 43
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Atas
Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin”. Adapun hasil penelitiannya
menyatakan bahwa penetapan asal-usul anak hanya dapat dibuktikan
dengan akta kelahiran. Apabila tidak ada akta kelahiran, maka dapat
dimintakan ketetapan hukum (isbat). Pengadilan memeriksa asal-usul anak
berdasarkan alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, tes DNA, pengakuan
ayah (istilhaq), sumpah ibunya dan/atau alat bukti lainnya. Apabila tidak
terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan siapa ayah dari anak tersebut,
maka pengadilan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak ibunya
saja. Akibat hukum perubahan Pasal 43 Ayat (1) UUP yaitu anak
mendapat perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan
orangtuanya dipersoalkan/tidak jelas, setiap ayah dapat dituntut tanggung
jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan dan anak
yang lahir dalam keadaan suci kelahiran anak merupakan akibat perbuatan
dosa orang tuanya, maka yang berdosa (bersalah) adalah orang tuanya dan
sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah.
Pemerintah perlu menetapkan aturan tentang proses atau mekanisme
penetapan asal usul anak luar Kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
Namun dalam skripsi ini tidak mengkaji mengenai pendaftaran Akta
Kelahiran Anak hasil nikah tanpa Akta Nikah pasca putusan tersebut.
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Nunky Adin Ardilla dengan judul “ Bagian
Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dimana didalam penelitian ini hanya
menitikberatkan pada pembagian kewarisan anak luar kawin tidak
mencantumkan mengenaik Akta Kelahiran anak sebagai Indentitas yang
mutlak untuk dimiliki oleh setiap anak.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam pengkajian dan penulisan skripsi ini
ialah:
1. Untuk mengetahui pendaftaran Akta Kelahiran Anak hasil nikah tanpa
Akta Nikah pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pendaftaran Akta Kelahiran anak
setelah adanya Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
Sedangkan terkait kegunaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna
dan bermanfaat sebagai:
1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum bagi
para akademisi, mahasiswa dan dunia pendidikan pada umumnya,
khususnya mahasiswa dibidang perdata dalam kaitannya dengan
pendaftaran akta kelahiran anak hasil nikah tanpa Akta Nikah pasca
Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
2. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran serta pertimbangan dalam mengkaji Undang–Undang serta
praktek penerapan Undang–Undang dan aturan lainnya dalm rangka
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penegakan hukum perdata khusunya mengenai pendaftaran akta kelahiran
anak hasil nikah tanpa akta nikah.
Untuk memperoleh manfaat bagi penulis sendiri. Sebagai ilmu yang telah
dipelajari dan hasil dalam penulisan ilmiah ini juga bermanfaat bagi teman-teman
dan pembaca, dan sebagai masukan bagi para warga yang belum mempunyai akta
nikah.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Perkawinan di Indoneesia
1. Pengertian perkawinan
Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
menegaskan bahwa pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (
Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Penjelasan mengenai rumusan diatas adalah:
“sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai
hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan
saja mempunyai unsure lahir/jasmani, tetapi unsure batin/rohani juga persaan
yang penting…”8
Sedangkan dalam Agama Islam Perkawinan adalah satu sunnatullah yang
umum berlaku pada semua mahluk, baik manusia, hewan maupun tumbuh-
tumbuhan. Dengan Perkawinan tersebut mahluk hidup dapat berkembang
biak atau mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan
eksistensi kehidupannya di alam. Perkawinan, bagi manuasia sebagaimana
mahluk hidup yang lain adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan
untuk beranak, berkembang biak untuk kelestarian hidupnya, setelah
masing-masing pasangan melakukan peranan yang positif dalam
mewujudkan tujuan perkawinan.9
Setiap orang telah memiliki jodoh yang telah ditentukan oleh Allah Swt.
Untuk itu sebagai manusia yang beradab maka setiap orang harus menjunjung
8Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata (Bandung: PT. Alumni,
2006), h. 61.
9Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam (Makassar:
Alauddin University Press.2011), h. 123.
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tinggi sakralnya sebuah ikatan perkawinan yang akan memberikan keindahan
dalam setiap kesyukuran nikmat yang dirasakan oleh setiap orang, misalnya
nikmat mendapatkan keturunan ( anak ).
2. Pengertian Akta Nikah
Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1994, perkawinan yang sah
adalah perkawinan yang dilakukan menurut Pasal  2 ayat 1 yaitu Perkawinan yang
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan Pasal 2 ayat 2
yaitu dilakukan pencatatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
yang disebut dengan Surat Akta.
Surat Akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk
membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu Akta harus selalu
ditandatangani. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat Akta
dapat disebut sebagai Akta adalah:
a. Surat itu harus ditandatangani
b. surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau
perikatan
c. surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti
Surat Akta dapat dibagi, yaitu:
1. Akta resmi (Autentik) adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan
seorang Pejabat umum menurut Undang-Undang ditegaskan untuk
membuat akata tersebut
2. Akta dibawah tangan adalah tiap Akta yang tidak dibuat oleh atau dengan
perantaraan seorang Pejabat umum.
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Suatu Akta resmi (Autentik) adalah suatu kekuatan pembuktian yang
sempurna, artinya apabila suatu pihak menerimanya yang menganggap apa yang
telah dituliskan dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga Hakim itu
tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.
Sebagai alat buki, maka Akta perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu:10
1. Sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak
2. Sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan itu tidak
dapat dimintakkan lata-alat bukti lain
3. Sebagai alat bukti yang bersifat memaksa, sehingga bukti perlawanannaya
tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.
3.  Pengertian Perkawinan Tanpa Akta Nikah
Istilah perkawinan tanpa Akta Nikah atau nikah atau disebut juga dengan
Perkawinan dibawah tangan lahir setelah Undang-Undang RI No. 1 Tahun1974
berlaku secara efektif.
Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan
berdasarkan aturan Agama atau Adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor
Pejabat Catatan Nikah. Perkawinan bawah tangan diartikan pula sebagai
perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik
rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat
Pencatat Nikah, seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Fungsi dan Pentingnya Akta Nikah dalam Perkawinan
Suatu perbuatan  nikah baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum
apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Kentuan
10Sukri, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Kaitannya Dengan Hukum Islam (Makassar: FSH, 2012), h. 49.
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hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh
hukum adalah seperti ayng diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun
1974. Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum,
yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan
hukum.
Apabila dilihat dari segi Administrasi kependudukan peristiwa perkawinan
adalah proses awal dari mekanisme pertumbuhan kependudukan naiknya jumlah
penduduk atau menurunnya akngka perkawinan turut menjadi bagian proses
prediksi kondisi masa depan. Proyeksi aspek kependudukan sangat mempengaruhi
kehidupan sosial ekonomi yang akan datang, terhindarnya ketimpangn antar
proyeksi kependudukan dengan gambaran kehidupan sosial ekonomi dimasa yang
akan datang hanay dapat terjadi melalui ematangan kondisi objektif saat sekarang.
Hal itu yang menjadi salah satu alasan mengapa administrasi kependudukan perlu
ditangani secara serius dan salah satu masalah kependudukan adalah perkawinan.
B. Landasan teori
Landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berkaitan
dengan hak anak berupa identitas diri dalam perkawinan tanpa Akta Nikah, teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hak dan teori perlindungan anak.
1. Teori Hak
Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna
kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Menurut kamus Hukum hak
memiliki arti yaitu kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada
subyek hukum. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak
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berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang
logam yang sama. Menurut Immanuel Kant sebagai orang yang meletakkan dasar
filosofis untuk deontologi, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (an end
in itself). Hak manusia selalu harus dihormati.
Hak menurut Mertokusumo adalah kepentingan yang dilindungi hukum.
Kepentingan yang dimaksudkan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang
diharapkan untuk dipenuhi.  Kepentingan pada hakikatnya mengandung
kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.
Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) yaitu subyek hukum, obyek hukum,
hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan
hukum.
a. Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia
Anak adalah anugerah dari Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak merupakan generasi
penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa
yang akan datang. Keberadaan seorang anak diatur dalam peraturan hukum positif
Indonesia. Anak sebagai salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami
hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya
hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain anak
dengan angota kerabat orang tuanya. Setiap orang tua berkewajiban memenuhi
segala kebutuhan anak-anaknya, memelihara kelangsungan hidup anak yang tidak
boleh diabaikan.
20
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 ( delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Pengertian anak juga diatur Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang diratifikasi
dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 Pasal 1 tentang Kesejahteraan
Anak berisi ketentuan bahwa, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah
18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak-anak
ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sebagai manusia di bawah
umur delapan belas tahun, anak punya hak yang khusus. Konvensi PBB tentang
Hak-Hak Anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan
pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak Asasi
Anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan
yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan
hukum mencakup lingkup yang sangat luas. Hak-hak anak termasuk hak atas
identitas,kesejahteraan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, kebebasan dari
diskriminasi dan hak atas kelangsungan hidup dan pengembangan. Hak-hak anak
berlaku untuk semua anak baik perempuan dan laki-laki, anak-anak dengan
kebutuhan khusus dan anak-anak yang tersingkir karena etnis atau agama mereka,
atau anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan. Pada tanggal 20 november
1959 sidang umum Konvensi Hak Anak (United Nations Convention on the
Rights of the Child) sebuah konvensi internasional mengatur hak-hak sipil, politik,
ekonomi, sosial, dan kulural anak-anak. Secara garis besar deklarasi ini memuat
10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan,
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kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat
dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan
sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan
kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat,
tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman
sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri
untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malapetaka,
mereka termasuk yang memperoleh perlindungan serta pertolongan memeproleh
perlindungan terhadap segala bentuk yang menyia-nyiakan anak,kekejaman dan
penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.
(Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi hak anak yaitu sebagai berikut :
1) Prinsip non-diskriminasi.
Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak
harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini
tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang berisi bahwa Konvensi Hak Anak, yakni : “Negara-
negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan
dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum
mereka tanpa diskriminasi dalam bentukapapun, tanpa memandang ras, warna
kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-
pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan,
cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau
dari orang tua atau walinya yang sah”. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI
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No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berisi ketentuan bahwa,
Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk
menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman
yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau
keyakinan dari orang tuamanak, walinya yang sah atau anggota keluarga”.
Adapun firman Allah mengenai hak anak dari orang tua adalah QS al-
Baqarah/2:233 yaitu:
                         
       ....
Terjemahnya:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.... 11
Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang tua harus melindungi anak-
anaknya, dengan adanya lindungan dari orang tua maka hak-hak anak akan
terpenuhi dan akan terhindar dari sikap non- diskriminasi .
2) Prinsip yang terbaik bagi anak (best interest of the child).
Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, Dalam semua tindakan yang
menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial
pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus
menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1) ).
11Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jawa Barat: PT. Pantja
cemerlang, 2015), h. 37.
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3) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life,
survival and development).
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2003 tentang
Perlindungan Anak yang berisi ketentuan bahwa, Negara-negara peserta
mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Pasal
6 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, negara-negara peserta akan menjamin
sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the
child).
Pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi
kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.
Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun
2003 tentang Perlindungan Anak yang berisi Konvensi Hak Anak, yaitu :
Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai
pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan
pandanganpandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi
anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan
kematangan anak. Kewajiban negaranegara peserta untuk melaksanakan
konvensi hak anak, dimaksudkan sebagai keterikatan dari negara peratifikasi
terhadap perjanjian internasional itu. Konvensi hak anak, mengikat negara
peserta untuk menjamin pelaksanaan hak-hak anak (enforcement of children
right), dan melahirkan atau membentuk hak-hak anak (children right) sebagai
bagian dari kaidah hukum nasional yang mengikat wilayah dan rakyat
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Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak berisi ketentuan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia
yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga,
masyarakat, pemerinrtah, dan negara. Indonesia merupakan negara yang
menegakkan Hak Asasi Manusia bagi setiap warganya termasuk hak asasi
anak. Hak Asasi Manusia sendiri merupakan hak dasar yang dibawa sejak
lahir yang berlaku universal pada semua manusia. Yang dimaksud dengan Hak
Asasi Manusia sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, Hak Asasi Manusia
merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia. Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, Hak anak
adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan
dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak anak dalam
konteks hak asasi manusia mengandung konsekuensi yaitu:
1) Secara umum norma-norma hak asasi manusia berlaku pula bagi anak.
Berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang umurnya
kurang dari 18 tahun.
2) Beberapa norma hak asasi manusia bagi anak mendapatkan penekanan secara
khusus dan standarnyapun juga ditingkatkan, misalnya hak atas pendidikan.
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Sekalipun setiap manusia memiliki hak atas pendidikan nmun untuk anak, hak
ini mendapat penekanan sebagai hak yang harus dipenuhi secara wajib dan
gratis. Selain itu, menyangkut kesehatan, anak mendapat perlindungan darin
praktik tradisional yang berdampak buruk pada anak, misalnya perempuan.
3) Anak tidak memeliki beberapa hak yang dimiliki oleh orang dewasa seperti
hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menikah dan
berkeluarga serta hak untuk bekerja.
4) Anak memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa seperti hak untuk
mengetahui orang tuanya atau pengasuhnya serta hak untuk tidak dikenai
hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebagaimana telah dikemukakan
pada uraian terdahulu bahwa hak anak merupakan hak asasi manusia, maka
hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut :
1) Prinsip inalienabilitas (tak dapat dicabut)
Prinsip ini menyatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia semata-
mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi
manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanah
pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan oleh pemerintah
sekalipun.
2) Prinsip universalitas atau prinsip non-diskriminasi prinsip ini menyatakan
bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama,
keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama.
Dengan demikian dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak
harus berlaku sama untuk semua anak.
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3) Prinsip indivisbilitas ( prinsip kesatuan hak asasi dan interdependensi/saling
bergantung). Prinsip ini hendak menegaskan bahwa semua hak asasi manusia
merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan dan semua hak
asasi saling berkait satu sama lain. Semua hak asasi mempunyai nilai yang
sama pentingya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama
lebih penting dari hak lain.
Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan
budaya ( ekosob) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak
diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Disamping
ketiga prinsip dasar tersebut, untuk hak anak masih ada dua prinsip lain yang
penerapannya dilakukan secara bertautan yaitu :
1) Pengambilan keputusan menyangkut anak harus senantiasa harus berpegang
pada kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest for the child ).
2) Menghargai pendapat anak dengan mempertimbangkan usia dan tingkat
kematangannya ( respect for the view of child ).
b. Hak anak atas Identitas Diri
Identitas diri dalam kamus besar bahasa Indonesia, merupakan ciriciri atau
keadaan khusus seseorang. Identitas sebagai perasaan subjektif. Menurut
Waterman pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia
dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal. Peristiwa kelahiran sampai
dengan kematian seseorang, akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat
penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga mantan isteri
atau mantan suami dan anak-anak mereka. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu
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seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan
hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian
tersebut. Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu
peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam
masyarakat Oleh karena itu pemerintah mengeluarkanbeberapa peraturan di
antaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan
oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pencatatan kelahiran
merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi
negara. Adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat
diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk. Hal ini akan
membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan
dengan masalah kependudukan. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berisi ketentuan bahwa, setiap
anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Dari
80 juta anak yang dilahirkan di Indonesia sejak tahun 2003 sampai tahun 2011,
lebih dari enam puluh persen kelahiran tersebut belum didaftarkan. Pada tahun
1989, pendaftaran kelahiran serta bukti identitas anak (yang termasuk hak atas
status kewarganegaraan, suatu nama dan pengakuan hubungan keluarga) disahkan
sebagai Hak Anak dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak yang juga
disahkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990. Tahun 1973 adalah tahun
pertama pencatatan kelahiran dianggap sebagai hak dan kewajiban dalam
pencatatan sipil. Dengan dukungan dan desakan yang kuat dari para aktifis dan
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lembaga yang peduli dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia
Undang-Undang RI Nomor 23 tentang Perlindungan Anak-Anak disahkan pada
tahun 2002. Menurut Undang-Undang tersebut, ‘identitas anak yang dituangkan
dalam Akta Kelahiran. Akta Kelahiran adalah dokumen pribadi yang diberikan
kepada seseorang oleh pemerintah negara. Akta kelahiran sebagai bukti
pencatatan peristiwa kelahirannya.
Akta Kelahiran adalah dokumen permanen dan termasuk informasi tentang
nama anak, tempat dan tanggal lahir, nama orangtua anak dan status
kewarganegaraan anak. Akta mempunyai fungsi formil (formalitascausa) dan
fungsi sebagai alat bukti (probationis causa) akta aebagai fungsi formil artinya
bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu
akta. Menurut pedoman tersebut kepemilikan akta kelahiran memiliki arti penting
bagi pemerintah/negara, bagi anak dan masyarakat sebagai berikut.
Bagi negara atau pemerintah, arti penting dari hak atas identitas diri anak
yang terdapat dalam akta kelahiran adalah sebagai berikut :
1) Menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi
warganya.
2) Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional
dalam bidang pendidikan, kesehatan social dan perlindungan anak. Fungsi
akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tersebut baik formal
maupun material ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pemalsuan
identitas, kekerasan terhadap anak, perkawinan di bawah umur, pekerja anak.
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Fungsi lainnya untuk kepastian umur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak
politik pada pemilu.
3) Fungsi akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna
menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi,
kecendrungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang
terjadi.
Bagi anak akta kelahiran memiliki fungsi :
1) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang
dimiliki anak.
2) Menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari
orangtuanya.
3) Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan
terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual.
4) Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan,
pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.
Bagi masyarakat, arti penting hak anak yang terdapat dalam kepemilikan
akta kelahiran adalah sebagai berikut :
1) Alat pembuktian status perdata seseorang dan menunujukkan hukum antara
dengan orangtuanya.
2) Mempermudah dalam mengurus hal-hal yang sifatnya administratif, seperti
syarat pendaftaran sekolah, mencari pekerjaan setelah dewasa, menikah dan
lain-lain.
30
3) Terwujudnya tertib sosial yang menyangkut kejelasan identitas setiap warga
masyarakat.
Bukti identitas yang berlaku dalam Akta Kelahiran dibutuhkan untuk
mendapatkan akses pelayanan umum dan untuk mendapatkan kepenuhan hak-hak
anak yang lain. Pembuatan Akta Kelahiran tidak dikenai biaya. yang sangat
penting untuk melancarkan proses pembuatan Akta Kelahiran. Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberi
batasan pengertian identitas diri anak dalam Pasal 27. Identitas diri setiap anak
harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. ayat (2)
menyebutkan bahwa identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan
dalam akta kelahiran . Pada Ayat (3) ditentukan bahwa pembuatan akta kelahiran
didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau
membantu proses kelahiran.
Pasal 27 Undang-Undang Nomor RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak menjelaskan bahwa sejak kelahirannya anak harus mendapatkan identitas
diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Akta kelahiran sebagai bukti identitas
diri. Akta Kelahiran adalah dokumen permanen dan termasuk informasi tentang
nama anak, tempat dan tanggal lahir, nama orangtua anak dan status
kewarganegaraan anak. Bukti identitas yang berlaku dalam Akta Kelahiran
dibutuhkan untuk mendapatkan akses pelayanan umum dan untuk mendapatkan
kepenuhan hak-hak anak yang lain.
Akta kelahiran mempunyai fungsi formil (formalitascausa) dan fungsi sebagai
alat bukti (probationis causa) akta sebagai fungsi formil artinya bahwa suatu
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perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Menurut
Eveline Margareth ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting yaitu:
1) Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang
anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2) Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk
anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat
dibentuk.
3) Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya
identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak
dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga
mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara
dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, recruitment ABRI, dalam
sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.
Bagi anak akta kelahiran memiliki fungsi :
1) Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang
dimiliki anak yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari
orangtuanya.
2) Mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan
terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual.
3) Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan,
pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.
Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak berisi ketentuan bahwa, pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab
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pemerintah. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 28 D ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah,
anak adalah amanah sekaligus karunia dari TuhanYang Maha Esa, yang
senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-
hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kenyataannya bahwa banyak
anak yang belum memiliki akta kelahiran merupakan keadaan konkrit (das sein)
yang menimbulkan keadaan hukum yaitu tiadanya hak anak atas identitas diri
berupa akta kelahiran yang semestinya diberikan sejak kelahirannya. Tiadanya
tanggung jawab pemerintah yang berkewajiban dalam memberikan hak anak
berupa akta kelahiran maka, negara dianggap gagal melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana filosofi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang RI
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi tonggak
awal dimulainya penyelenggaraan pencatatan sipil khususnya pencatatan
kelahiran dikaitkan dengan hak anak. Pemerintah telah menjalankan tugas sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yaitu mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan diundangkan pada tanggal 28 Juni 2007. Pemerintah
telah menjalankan perintah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
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Tahun 1945 bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Presiden dibantu oleh menteri yang tugasnya membidangi urusan
pemerintahan. Pemerintah mengatur mekanisme pelayanan dengan mendekatkan
pelayanan melalui ketentuan Pasal 31 Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor RI 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang mengatur pelaksanaan pelayanan Pencatatan Sipil pada
tingkat kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan
menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Unit pelaksana Teknis Dinas Instansi
Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja
ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayan Pencatatan Sipil dengan
kewenangan menerbitkan akta. UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Instansi Pelaksana. Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor
46/PUU.VIII/2010, berisi ketentuan bahwa, anak yang dilahirkan diluar kawin
memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dan setara dengan anak
yang sah. Anak luar kawin dapat memperoleh hak ahliwaris , hak atas identitas
diri dan perwalian dari ayah biologisnya. Nama ayah biologis dapat dicantumkan
di dalam akta kelahiran jika memenuhi prosedur pembuatan akta kelahiran dengan
menambahkan dokumen pendukung berupa pembuktian yang dapat dibuktikan
secara teknologi dan secara hukum bahwa mereka mempunyai hubungan darah.
Adapun rumusan kalimat yang terdapat dalam akta kelahiran dari anak yang
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dilahirkan di luar kawin terkait pencantuman nama ayah biologisnya yaitu dengan
penambahan kalimat “ anak dari laki-laki bernama” ( nama ayah).
Dapat disimpulkan bahwa hak pada hakikatnya merupakan hubungan
antara subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan
menimbulkan kewajiban. Hak untuk mendapatkan Identitas diri merupakan salah
satu hak yang mutlak diberikan kepada setiap anak sejak kelahirannya namun
dalam kenyataannya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tanpa akta nikah
susah untuk mendapatkan Akta Kelahiran dengan cantuman orang tua Ayah
sebagai Ayah Kandungnya. Perlindungan dan penegakan hak setiap orang
merupakan tanggung jawab negara yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah . Untuk itu negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi
hak setiap warga negara Indonesia.
2. Teori Perlindungan Anak
Teori Perlindungan Hukum bagi anak yang dikemukakan DR. Philipus M
Hadjon, yang menitik beratkan kepada perlindungan hukum di bidang hak asasi
anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan
sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi
anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan
yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan
penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya
dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pengertian
Perlindungan Anak di dalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
35
tentang Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi. Perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas.
Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa
perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:
perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak
dalam proses peradilan perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan
keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), anak dalam masalah penahanan dan
perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi
(perbudakan, perdagangan anak pelacuran, pornografi,
perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan,  memperalat anak dalam melakukan
kejahatan dan sebagainya ), perlindungan terhadap anak-anak jalanan,
perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata, dan
perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.
Pasal 27 Undang-Undang Nomor RI 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak berisi ketentuan bahwa, setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk
mendapatkan identitas diri yang yang dituangkan dalam akta kelahiran. Bukti
identitas yang berlaku dalam akta kelahiran merupakan suatu bentuk perlindungan
hukum terhadap anak dan pengakuan formal mengenai keberadaan anak, secara
individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
Secara yuridis anak berhak untuk mendapatkan perlindungan. Semakin
modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam
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menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak dalam
rangka perlindungan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan tanpa akta
nikah harus tetap dilindungi dengan memeberikan hak-haknya seperti hak
atas identitas diri yang berupa akta kelahiran. Perlindungan yang diberikan
negara terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah meliputi berbagai
aspek kehidupan salah satunya yaitu aspek perlindungan untuk
mendapatkan indentitas diri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal
28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
berisi ketentuan bahwa, pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung
jawab pemerintah.12
C. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
1. Latar Belakang Permohonan Yudicial Review
Pada tanggal, 17 Pebruari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang RI Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dari
adanya permohanan saudari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar
Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan nama Machica Mochtar dan Muhammad
Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang keduanya beralamat Jalan Camar VI Blok
BL 12A, RT/RW 002/008 Desa/Kalurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok
Aren, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten kepada Mahkamah Konstitusi untuk
menguji ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) tentang pengesahan perkawinan
dan Pasal 43 ayat (1) tentang hak anak luar kawin. Pada tahun 1993 Moediono
(mantan Menteri Mengingat kondisi yang demikian, maka saudari Machica
menggugat atau mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi, karena
12 Firnando Satria Nugraha, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin, (Jakarta: Universitas Tarumanagara,
2010), http://karyailmiah.tarumanegara.ac.id/index.php/FH/article/view/7531 (6 September 2016)
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merasa dirugikan dan hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 B ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1).
Ini merupakan hak konstitusional saudari Machica Moehtar telah
dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa
“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang
berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di
luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan
keluarga ibunya”
2. Pemohon Yudicial Review
Dalam putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemohon adalah Perorangan
warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang. Dalam penjelasan
Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan: Yang dimaksud dengan “hak
konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan demikian, Pemohon diklasifikasikan
sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya
disebabkan diperlakukan berbeda di muka hukum terhadap status hukum
perkawinannya oleh Undang-Undang.
Sumber pokok yang menjadi keberatan dari pemohon adalah berlakunya
ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku” dan Pasal 43ayat (1) yang
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menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Adapun yang menjadi dasar hukum permohonan pemohon adalah sebagai
berikut:
a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Merujuk pada ketentuan UUD 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43
ayat (1) UU Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan
hak konstitusional Pemohon sekaligus anaknya. Ditilik berdasarkan
kepentingan norma hukum jelas telah meredusir kepentingan norma agama
karena pada dasamya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah
dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa
dari norma hukum. Akibat dari bentuk pemaksa yang dimiliki norma
hukum dalam UU Perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan
Pemohon dan anaknya Pemohon. Dengan kata lain, norma hukum telah
melakukan pelanggaran terhadap norma agama.
b. Bahwa sementara itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU
Perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon
dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk
mendapatkan pengesahan terhadap pemikahan sekaligus status hukum
anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perUndang-Undangan, maka
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Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mempunyai
kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun
sesungguhnya ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup
fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur
Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,
sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon
sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Secara spesifik akan diuraikan
dalam uraian selanjutnya yang secara mutatis mutandis mohon dianggap
sebagai satu kesatuan argumentasi;
3. Posita Yudicial Review
Adapun alasan-alasan permohonan uji materiil Undang-Undang RI No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:
a. Bahwa Pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan
merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya UU
Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat
(1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang
mengakibatkan kerugian bagi Pemohon berkaitan dengan status
perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil
perkawinan;
b. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dilanggar dan merugikan
tersebut adalah hak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 28B ayat (1)
dan (2) UUD 1945 tersebut, maka Pemohon dan anaknya memiliki hak
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konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status
hukum anaknya. Hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon telah
dicederai oleh norma hukum dalam UU Perkawinan. Norma hukum ini
jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan Pemohon adalah sah dan
sesuai dengan rukun nikah dalam Islam. Merujuk ke norma konstitusional
yang termaktub dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 maka perkawinan
Pemohon yang dilangsungkan sesuai dengan rukun nikah adalah sah tetapi
terhalang oleh Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Norma hukum yang
mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
Undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan
sesuai dengan rukun nikah agama Islam (norma agama) menjadi tidak sah
menurut norma hukum. Kemudian hal ini berdampak ke status anak yang
dilahirkan Pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam
UU Perkawinan. Jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum
dalam UU Perkawinan terhadap perkawinan Pemohon (norma agama).
c. Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah setiap orang memiliki
kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan
pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya. Norma konstitusi
yang timbul dari Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1)
adalah adanya persamaan dan kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada
diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang
dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang
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dilahirkan dari pemikahan tersebut adalah sah di hadapan hukum serta
tidak diperlakukan berbeda. Tetapi, dalam praktiknya justru norma agama
telah diabaikan oleh kepentingan pemaksa yaitu norma hukum.
Perkawinan Pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma
agama Islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak
tercatat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.
Akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap
status hukum anak yang dilahirkan dari pperkawinan Pemohon menjadi
anak di luar nikah berdasarkan ketentuan norma hukum dalam Pasal 43
ayat (1) UU Perkawinan. Di sisi lain, perlakuan diskriminatif ini sudah
barang tentu menimbulkan permasalahan karena status seorang anak di
muka hukum menjadi tidak jelas dan sah. Padahal dalam UUD 1945
dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang-tuanya tidak jelas,
dipelihara oleh negara. Dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak
Pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun
nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh Undang-Undang
Perkawinan. Konstitusi Republik Indonesia tidak menghendaki sesuatu
yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum
berdasarkan norma hukum. Bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh
norma hukum terhadap norma agama;
d. Bahwa dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan terdahulu, maka
telah terbukti Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband)
antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU Perkawinan,
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khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan
dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan
dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Telah terjadi pelanggaran atas hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia, karena
Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut
bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat
(1) UUD 1945. Hal ini mengakibatkan pernikahan Pemohon yang telah
dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut Pemohon tidak
mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil
pemikahan Pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula; Jelas
hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat
(2) UUD 1945. Kenyataannya sejak Iahirnya anak Pemohon telah
mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal-
usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon
dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya
mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami
dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara,
mengasuh dan membiayai anak Pemohon.
Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini
dipersalahkan dan diperlakukan  diskriminatif karena cara pemikahan yang
ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma
agama. Anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib
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diperlakukan sama di hadapan hukum; Kenyataannya maksud dan tujuan
diundangkannya UU Perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan
anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap
sebagai anak di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya.
Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan
mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di
masyarakat, sehingga merugikan Pemohon; Kelahiran anak Pemohon ke
dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil
hubungan kasih-sayang antara kedua orang tuanya (Pemohon dan
suaminya), namun akibat dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,
menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan
bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk
mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak
dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di
dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan
dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat;
e. Bahwa Pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial,
yaitu Pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan Pemohon serta
untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. Hal
ini dikarenakan adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang
menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan Pemohon
dan anak yang dihasilkan dari pemikahan tersebut.
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Akibatnya, Pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami
memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan
memelihara anak. Tegasnya, UU Perkawinan tidak mencerminkan rasa
keadilan di masyarakat dan secara objektif-empiris telah memasung hak
konstitusional Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia untuk
memperoleh kepastian hukum dan terbebas dari rasa cemas, keketakutan,
dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. Bukankah
Van Apeldoorn dalam bukunya Incleiding tot de Rechtswetenschap in
Nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur
pergaulan hidup secara damai.
Hukum menghendaki kedamaian. Kedamaian di antara manusia
dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan
manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda
dan lain sebagainya terhadap yang merugikannya. Kepentingan individu
dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu
sama lain. Pertentangan kepentingan-kepentingan ini selalu akan
menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur
oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan
keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, di mana setiap orang
harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya.
Norma konstitusi yang termaktub dalam UUD 1945 salah satunya
mengandung tujuan hukum. Tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis
(etische theorie) yang menyatakan hukum hanya semata-mata bertujuan
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mewujudkan keadilan. Kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin
dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk
umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. Dan, kelemahan lainnya adalah
hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. Di sisi lain, menurut teori
utilitis (utilities theorie), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa
yang berfaedah saja.
Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-
babanyaknya pada orang. Kelemahannya adalah hanya memperhatikan
hal-hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan
kepuasan bagi perasaan hukum. Teori selanjutnya adalah campuran dari
kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. Bellefroid
menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu
keadilan dan faedah.
Ultrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian
hukum (rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu
tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap
berguna. Dalam kedua tugas tersebut tersimpul pula tugas ketiga yaitu
hukum bertugas polisionil (politionele taak van het recht). Hukum
menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri
(eigenrichting). Sedangkan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan
hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam
masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang
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termaktub dalam UU Perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang
seharusnya didapatkan oleh Pemohon;
4. Petitum Permohonan
Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon
ke Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:
a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk
seluruhnya;
b. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan,
pertentangan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD
1945;
c. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat
hukumnya; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan
Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)13;
pemohon mengajukan uji materiil terhadap:
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang N0.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Pasal 28 B ayat 1
“ Setiap orang berhak membentuk
keluarga
dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah “
Pasal 2 ayat 2
“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perUndang-Undangan yang
berlaku “
Pasal 28 B ayat 2
“ Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi “
Pasal 43 ayat 1
“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya “
Pasal 28 D ayat 1
“ Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum “
Sumber data : perbandingan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang N0.1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
13Firnando Satria Nugraha, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010 Tentang Pengubahan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Atas Penetapan Asal Usul Anak di Luar Kawin( September 2016).
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5. Amar Putusan
Pada tanggal, 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun amar putusannya adalah sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
b. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki
yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan
darah sebagai ayahnya;
c. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang
menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan
perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat
tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan
mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta
dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga
ayahnya”;
d. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
e. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.14
Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-
VIII/2010, maka putusan ini berlaku bagi seluruh anak baik hasil nikah
14 D.Y.Wianto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan
MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 216-217.
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tanpa Akta Nikah (nikah dibawah tangan) maupun anak luar kawin yang
lainnya. Dan ayah biologis dari anak tersebut berkewajiban untuk
pemeliharaan atas anaknya.
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D. Kerangka Konsepual
Pendaftaran Akta Kelahiran Anak hasil nikah tanpa Akta Nikah
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
Sebelum adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU-VIII/2010
(X1)
 Akta Kelahiran
dengan bapak
sebagai orang tua
 Akta Kelahiran
dengan ibu
sebagai orang tua
Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-
VIII/2010
(X2)
 Istbat nikah
 Akta Kelahiran dengan
bapak sebagai Orang tua
 Akta Kelahiran dengan
bapak sebagai orang tua
dalam hubungan
keperdataan terbatas
Kendala – Kendala
(X3)
 Dokumen
Hukum
pendukung
 Keberatan
pihak lawan
( istri
terdahulu )
Terwujudnya Akta Kelahiran anak tanpa diskriminas
(Y)
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian
antara teori dan praktik dengan menggunakan data primer mengenai akta
kelahiran anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-
VIII/2010. Dalam memperoleh data-data dengan cara wawancara secara
langsung dan telaah pustaka serta dokumen yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Yurisdiksi Dinas Pendaftaran Penduduk dan
Catatan Sipil  Kab. Sinjai yang terdiri dari :
1. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai
2. Kantor Pengadilan Agama
 Adapun Letak Geografis Kabupaten Sinjai
Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 5’2’56” sampai
5’21’16”LS, dan antara 119’56’30” sampai 120’25’33”BT. Alam yang dimiiki
daerah ini, meliputi: alam pegunungan, alam pantai, dan kepulauan. Hal ini sangat
menjanjikan harapan kemajuan kedepan yang dimiliki daerah ini. Kini tinggal
dibutuhkan ilmu pengetahuan keteknologi, kreatifitas dan kearifan penduduk
Sinjai untuk menjadikan semua ini menjadi berharga.
Sinjai merupakan daerah terdiri atas tanah pegunungan, dan tanah didataran
rendah. Dibagian Selatan dan Barat sebagian besar tanah pegunungan, serta
sebagian daerah tengah, karena itu daerah ini sangat tepat untuk dikembangkan
berbagai komoditas pertanian, seperti cengkeh pala, merica coklat, sayur-
mayuran, dan buah- buahan, serta tanaman lainnya. Sementara bagian Utara dan
Timur merupakan tanah dataran rendah dan pesisir pantai yang landai. Hal ini
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memberikan prospek yang cerah bagi pengembangan sektor kemaritiman,
khususnya penangkapan ikan di laut juga sangat cocok dikembangkan areal
pertambakan.
Secara morfologi Kabupaten Sinjai berposisi dengan ketinggian dari
permukaan laut (dpl) berkisar antara 25 hingga 1000 meter lebih diatas permukaan
laut. Dengan posisi demikian, daerah ini sangat bersentuhan suasan alam dan
panorama yang menakjubkan. Di punggung sebelah Timur Gunung Lompobattang
berhawa sejuk disiang hari dan dingin diwaktu malam, sementara disepanjang
pantai pesisir Timur berhawa sedang sepanjang hari. Daerah ini curah hujan pada
umumnya dalam keadaan normal, rata-rata 2658 sampai dengan 3819 milimeter
dengan 120 hari hujan pertahun, kelembaban udara termasuk tinngi .
Secara klimatologis terletak pada posisi iklim musim timur, dimana bulan
basar jatuh pada bulan April sampai Oktober dan bulan kering antara bulan
Oktober sampai April.
Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua
jalur perhubungan, yakni perhubungan darat dan laut. Jalur darat menghubungkan
kota-kota kabupaten dan kota provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi.
Sedang jalaur laut digunakan untuk hubungan antar daerah diluar Provinsi
Sulawesi Selatan.
Bila kenyataan alam ini didasari oleh warga Sinjai lalu diolah dengan rasa
keterpanggilan, ,maka untuk menjadikan masyarakat menuju hidup sejahtera
bukanlah sebuah khayalan yang tak mungkin menjadi kenyataan.
Dilihat dari potensi yang dimiliki daerah ini, bila didasari dan disyukuri
secara mendalam, maka tak berlebihan kalau Rahmat Tuhan yang dikaruniakan
kepada khususnya masyarakat Sinjai ini kalau tidak memberikan kesejahtraan,
masyarakat Kabupaten Sinjai harus sejahtera dan terserah kepada masyarakat
Sinjai memandang Rahmat Tuhan Sang Pencipta.15
Adapun alasan mengapa memilih  lokasi ini dikarenakan masih ada
Pasangan suami-istri yang belum memiliki Akta Nikah, dan orang tua hanya
berdiam diri untuk tidak memenuhi hak-hak anaknya untuk mendapatkan Akta
Kelahiran, dan lokasi ini letaknya tidak jauh dari Sinjai Selatan.
B. Pendekatan Penelitian
Pedekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Sosiologi Hukum yaitu dengan menggunakan populasi.
Populasi pada umumnya berarti keseluruhan obyek penelitian, maka
mencakup semua elemen yang yang terdapat dalam wilayah penelitian.
Suharsimi arikunto mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan
15Dinas Pendaftaran Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten  Sinjai, Profil
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tanpa halaman.
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obyek penelitian16 atau semua individu yang menjadi sumber pengambilan
sampel.17
Adapun sampel adalah sebahagian dari populasi. Sampel ditetapkan untuk
menjadi wakil dari populasi yang diteliti. Sugiyono menyebutkan bahwa sampel
adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Menurut Muhammad Ali bahwa sampel adalah dalam melaksanakan
penelitian adakalanya mengambil sebagian saja dari keseluruhan objek yang
diteliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.18Dari beberapa pendapat di atas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah perwakilan dari sejumlah
populasi yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan tetentu. Dalam penelitian
ini, yang menjadi sampel adalah pengurus masyarakat Kab. Sinjai yang telah
menikah namun tidak mendaftarkan perkawinannya ke Catatan Sipil ( tanpa Akta
Nikah ).
Dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok
permasalahan, maka spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan
yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi
di lapangan. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis
normatif berarti mengkaji tentang perundang-undangan dengan teori-teori hukum
mengenai “Penerbitan Akta Kelahiran Anak hasil nikah tanpa Akta Nikah Pasca
16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Bumi
Aksara, 1993), h. 144.
17Mardalis, Metode Penelitian;Suatu Pendekatan Proposal, (Cet.III; Jakarta: Bumi
Aksara, 1993), h. 53.
18Muhammad Ali, Penelitian Pendidikan prosedur dan Strategi (Bandung: PT Aksara,
1985), h. 54.
53
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 (Studi Dinas Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Sinjai)”.
C. Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder data yang bersumber dari
perundang-undangn atau bahan hukum lain, baik hukum primer, hukum sekunder,
dan hukum tersier dan alat pengumpul data berupa studi dokumen.
Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan ini merupakan sebagai
berikut:
1.  Data langsung di Lapangan
a. Wawancara yaitu dengan mewawancarai orang yang berkompeten
dibidang penerbitan akta kelahiran anak
b. Daftar pertanyaan, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pada
saat melakukan proses wawancara.
2. Data sekunder
a. Data primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-
undangan dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan
adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-VIII/2010 serta beberapa perundang-undangan yang lain.
b. Data sekunder antara lain berupa tulisan dari pakar dengan permasalahn
yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer
meliputi literatur-literatur yang berupa buku , jurnal, makalah, dan hasil
penelitian
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c. Data tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang
bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa,
artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.
D. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu:
1. Teknik pengumpulan data Lapangan
a. Wawancara ( Interview )
Yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi 19bertanya langsung kepada
beberapa pihak yang berkompeten atau responden untuk memberikan
informasi atas pengamatan dan pengalaman dalam  menganalisis penerapan
aturan hukum.
2. Pencatatan data di Dinas Pecatatan Sipil Kabupaten Sinjai dan Pengadilan
Agama Kabupaten Sinjai.
3. Studi Pustaka
Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan
data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau data yang sudah
berbentuk jadi seperti dokumen dan publikasi 20serta menelah buku-buku,
tulisan-tulisan yang berhubungan dengan analisis penelitian.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian
saat sesudah memesuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah:
1. Daftar pertanyaan
19Misri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta:pustaka
LP3ES Indonesia, 2006), h. 192.
20Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (jakarta: Granit, 2010), h. 57.
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2. Alat tulis yaitu ballpoint dan kertas
3. Alat rekam
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun
data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang yang
dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak
berbentuk angka21. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan
penilaian apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dapat
dijadikan acuan pada saat pendaftaran Akta Kelahiran Anak anak hasil nikah
tanpa Akta Nikah di Kabupaten Sinjai, kemudian dipaparkan secara deskriptif
yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan
serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.
G. Pengujian Keabsahan Data
Dalam menguji data dan materi yang disajikan dipergunakan materi
sebagai berikut:
a) Deskriptif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan , mengutip,
atau memperjelas bunyi peraturan perundang- undangan dan uraian umum
b) Komperatif yaitu pada umumnya digunakan dalam bentuk
membandingkan perbedaan pendapat terutama terhadap materi yang
mungkin dapat menimbulkan ketidaksepahaman serta dapat menimbulkan
kerancuan
21Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, h. 56.
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c) Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian
1. Kabupaten Sinjai
Tinjauan terdahap aspek fisik wilayah, dimaksudkan untuk mengetahui
potensi dan kendala yang dihadapi Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan
wilayahnya dimasa mendatang. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian,
meliputi: aspek fisik wilayah, kependudukan dan sumberdaya manusia, aspek
perekonomian, potensi bencana alam, potensi sumberdaya alam, dan berbagai
aspek lainnya.
Kabupaten Sinjai memiliki 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah
laut/pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Secara morfologi,
kondisi topografi wilayah Kabupaten Sinjai sangat bervariasi, yaitu dari area
dataran hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26 persen atau seluas 31.370 Ha
merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan 0 - 15 persen. Area
perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40 persen, diperkirakan
seluas 25.625 Ha atau 31,25 persen. Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian
diatas permukaan laut (DPL), wilayah Kabupaten Sinjai terbagi ke dalam 5 (lima)
klasifikasi ketinggian, dengan luasan sebagai berikut:
 Area ketinggian 0 - 25 meter DPL , seluas : 45,41 Km2;
 Area ketinggian 25 - 100 meter DPL, seluas : 79,83 Km2;
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 Area ketinggian 100 - 500 meter DPL, seluas : 455,35 Km2;
 Area ketinggian 500 - 1.000 meter DPL, seluas : 173,68 Km2;
 Area ketinggian >1.000 meter DPL, seluas : 65,69 Km2.
Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh bentuk wilayah perbukitan dan
pegunungan. Meskipun demikian di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi.
Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan
Sinjai Barat, Kecamaan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan
Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut maka pengembangan wilayah
Kabupaten Sinjai menjadi terbatas. Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di
Kabupaten Sinjai, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas adalah
Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Pulau
Sembilan. Dataran yang memiliki sumberdaya air yang cukup dimanfaatkan
masyarakat sebagai areal persawahan. Ketinggian dari permukaan laut wilayah
Kabupaten Sinjai, bervariasi dari 0 - 1.000 Meter Diatas permukaan Laut
(MDPL).
Secara umum keadaan geologi atau jenis batuan merupakan gambaran
proses dan waktu pembentukan bahan induk serta penampakan morfologis tanah,
seperti tebing, kaldeva gunung dan sebagainya. Persebaran jenis batuan di
kabupaten Sinjai terbagi dalam 5 (Lima) kelompok atau golongan yaitu: batuan
Vulkanik/Beku, Batuan Endapan, Batuan Mikan atau metamorf, Batuan Allvial;
dan Batuan Organik. Spesifikasi jenis batuan di Kabupaten Sinjai merupakan
batuan yang termuda berumur Plesistosen dan tersusun batuan induk, lava, Breksi,
endapan lahar dan Tufa. Pada umumnya bahan batuan kurang kompak dan mudah
59
tergeser, diatas menindih tidak selaras endapan alluviun yang berupa pasir kerikil,
lempung dan lahar yang umumnya masih terlepas. Di kawasan pantai umumnya
terdapat hamparan pasir laut yang cukup tebal, dengan struktur tanah keras berada
di kedalaman 1,5 - 2 meter dari permukaan lapisan pasir atau tanah.
Sepanjang tahun, Kabupaten Sinjai termasuk daerah beriklim sub tropis,
yang mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan pada periode April -
Oktober, dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober - April.
Dari keseluruhan type iklim yang ada tersebut, Kabupaten Sinjai mempunyai
curah hujan berkisar antara 2.000 - 4.000 mm/tahun, dengan hari hujan yang
bervariasi antara 100 - 160 hari hujan/tahun. Kelembaban udara rata-rata, tercatat
berkisar antara 64 - 87%, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21,1o C -
32,4o C. Berdasarkan pencatatan pengamatan Stasiun Klimatologi Kabupaten
Sinjai, ratarata jumlah hari hujan sekitar 12 hari dengan jumlah curah hujan 155.
Selain itu ada 3 (tiga) tipe iklim (menurut Schmidt & Fergusson) yang terjadi dan
berlangsung di wilayah ini, yaitu iklim type B2, C2, D2 & type D3.sebagai
berikut:
a. Area/zona dengan iklim type B2, dimana bulan basah berlangsung selama
7 - 9 bulan berturut-turut, sedangkan bulan kering berlangsung 2 - 4 bulan
sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah
Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Sinjai Selatan;
b. Zona dengan iklim type C2, dicirikan dengan adanya bulan basah yang
berlangsung antara 5 - 6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung
selama 3 - 5 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian
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kecil wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan dan
Kecamatan Sinjai Tengah;
c. Zona dengan iklim type D2, mengalami bulan basah selama 3 - 4
bulan,dan bulan keringnya berlangsung selama 2 - 3 bulan. Penyebarannya
meliputi wilayah bagian tengah Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil
wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan dan
Kecamatan Sinjai Barat; dan
d. Zona dengan iklim type D3, bercirikan dengan berlangsungnya bulan
basah antara 3 - 4 bulan, dan bulan kering berlangsung antara 3 - 5 bulan.
Penyebarannya meliputi: sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat,
Kecamatan Sinjai Tengah dan Kecamatan Sinjai Selatan.
Penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembentukan suatu
wilayah, karakteristik penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap
pengembangan atau pembangunan suatu wilayah dengan mempertimbangkan
pertumbuhan penduduk, komposisi struktur kepedudukan serta adat-istiadat dan
kebiasaan penduduk.
a. Perkembangan Penduduk
Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks
perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah
penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam
suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian
(pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi
penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat
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pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan
prediksi/perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang.
b. Estimasi Perkembangan Penduduk
Prediksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan melalui
suatu metode pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan
jumlah penduduk 5 (lima) tahun terakhir. Data kecenderungan
perkembangan penduduk kabupaten Sinjai, kurun waktu 5 (lima) tahun
terakhir dengan tingkat perkembangan rata-rata 0,8% pertahun, maka
dapat diestimasikan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan,
yaitu Tahun 2031.
c. Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Distribusi penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang mendiami
suatu wilayah atau pengelompokan jumlah penduduk yang didasarkan
pada batasan administrasi wilayah yang bersangkutan. Jumlah penduduk
yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat
konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk
melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut. Jumlah penduduk
Kabupaten Sinjai pada akhir tahun 2010 sebanyak 228.936 jiwa yang
terditribusi pada 9 (sembilan) kecamatan, dengan tingkat persebaran yang
tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi jumlah penduduk terbanyak
terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dengan jumlah sebanyak 43.503 jiwa
atau sekitar 17,96%, kemudian disusul oleh Kecamatan Sinjai Selatan
sebanyak 37.036 jiwa atau sekitar 16,10% dari jumlah penduduk
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kabupaten, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan
Pulau Sembilan, dengan jumlah penduduk sebanyak 7.404 jiwa atau
sekitar 0,92% dari jumlah penduduk Kabupaten Sinjai.
2. Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai
Sebagai salah satu unsur Lembaga Teknis Daerah, Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Sinjai berkewajiban untuk mendukung
pencapaian visi pembangunan daerah dengan melakukan pelayanan publik
terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sebagai salah satu indikator keberhasilan pelayanan publik disuatu daerah dengan
terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
untuk mencapai keberhasilan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
memiliki visi yaitu “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas ”.
B. Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun menurut
agama dianggap sah, namun jika tidak dilakukan pencatatan di KUA secara sah
berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak
memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam
catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh
negara. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan itu dianggap sama
kedududkannya dengan anak luar kawin.
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Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang sah adalah
perkawinan yang dilakukan menurut Pasal  2 ayat 1 yaitu Perkawinan yang
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 2 ayat (2)
menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan
umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait
dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan
itu sendiri. Perkawinan yang dilakuan dibawah pengawasan atau dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah
sebagai bukti telah dilangsungkannya suatu. Perkawinan dicatatkan guna
mendapatkan akta perkawinan. Akta Nikah berguna sebagai bukti adanya
perkawinan tersebut dan jaminan bagi suami atau istri serta melindungi hak-hak
anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sebagai contoh dalam hal adanya
warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lain sebagainya.
Berdasarkan ketentuan Inpres RI No. 1 Tahun 1991tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI)dalam Pasal 7 Ayat (1)  dan Pasal 100 KUH Perdata tersebut,
adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta
nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta
nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain,
perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan
Agama.
Penerbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif
(yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara
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hukum dianggap tidak ada atau belum ada perkawinan. Kompilasi Hukum Islam
juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk
tertibnya perkawinan. Pasal 4 Undang-Undang No. Kompilasi Hukum Islam
memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. sebagaimana gagasan yang dikemukakan ole
Akmal bahwa” anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah merupakan
tanggung-jawab kedua orang tuanya, dan dengan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 maka pendafratan Akta Kelahiran anak semakin
mudah ketika bisa dibuktikan telah melangsungkan perkawinan secara sah”.22
Sebelum membahas tentang pendaftaran Akta Kelahiran Anak hasil nikah
tanpa Akta Nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010
Tentang Anak Luar Kawin, maka terlebih dahulu penyusun akan memaparkan
terkait dengan pendaftaran Akta Kelahiran Anak hasil nikah tanpa Akta Nikah
sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Prosedur ketika
melakukan  pendaftaran Akta Kelahiran anak di Dinas Pendaftaran Kependudukan
dan Catatan Sipil sebelum dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  tidak ada
perbedaan, namun sangat berpengaruh yaitu nama orang tua yang tercantum pada
Akta Kelahiran si anak apabila orang tuanya tidak memiliki Akta Nikah (tanpa
Buku Nikah) bukanlah sang ayah melainkan ibu. Berikut beberapa data terkait
dengan pendaftaran  Akta kelahiran anak sebelum adanya putusan Mahkamah
Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
22 Akmal (50 Tahun), Kepala Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 11 November 2016.
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Tabel 1
Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2010
No. Tahun
Sudah ada Akta
Kelahiran (jiwa)
Belum ada Akta
Kelahiran (jiwa)
Jumlah
1 2005 4.480 3.769 8.249
2 2006 4.483 3.777 8.260
3 2007 62.032 75.991 138.023
4 2008 74.539 85.527 16.0066
5 2009 84.720 93.488 178.208
6 2010 91.102 98.013 189.115
Sumber data : Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Data tersebut menujukkan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Sinjai
pada tahun 2005-2010 yaitu sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU-VIII/2010, sangat banyak pasangan suami-istri yang tidak
mendaftrakan Akta Kelahiran anaknya dikarenakan mereka tidak memiliki akta
nikah, sedangkan salah satu syarat untuk mendaftarkan akta kelahiran anak adalah
harus ada Akta /Buku nikah jika tanpa akta nikah maka terkadang hak anak untuk
mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran tidak akan terpeuhi yaitu ayah
sebagai orang tua. Pada data tersebut pada tahun 2010 merupakan tahun yang
dimana kepemilikan akta kelahiran terbanyak baik yang sudah memiliki akta
kelahiran maupun yang belum mempunyai akta kelahiran. Pada tahun 2010 masih
banyak anak yang belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena itu dibutkanlah
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
Tabel 2 adalah tabel yang menunjukkan akta kelahiran anak di Kabupaten
Sinjai yang tercantum nama Bapak dan Ibu Tahun 2005-2010, sebagai berikut:
Tabel 2
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Anak dengan Akta Kelahiran yang Tercantum Atas Nama Bapak dan Ibu
Tahun 2005-2010 di Kabupaten Sinjai
No. Tahun
Akta Kelahiran
Atas Nama Bapak
Akta Kelahiran
Atas Nama Ibu
Jumlah
1 2005 4.480 10 4.480
2 2006 4.483 - 4.483
3 2007 62.017 15 62.032
2008 74.533 6 74.539
2009 84.720 - 84.720
6 2010 91.077 23 91.102
Sumber data : Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2016.
Data tabel 2 menunjukkan adanya dampak perkawinan tanpa akta nikah
bagi anak-anaknya, ketika pasangan suami-istri tidak dapat membuktikan
perkawinannya maka akan tercantum nama ibu sebagai orang tua pada akta
kelahiran anaknya pada saat melalukan pencatatan atau pendaftaran Kelahiran.
Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang
bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran
yang teratur maka dapat diketahui persentase pertambahan penduduk setiap
tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan
kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Penduduk di
satu pihak merupakan modal dasar pembangunan,  di lain pihak penduduk
juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku
utama dalam pembangunan.
Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu
sebagai berikut:
1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang
anak, secara individual terhadap negara dalam hukum.
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2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk
anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat
dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya
identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak
dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga
mereka mendapat  akses pada sarana atau prasarana  dalam perlindungan
negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, dan dalam sistem
peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau
pembunuhan bayi.23
Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlndungan Anak yang menyebutkan bahwa “Identitas diri setiap
anak harus diberikan sejak kelahirannya” kemudian pasal 27 Ayat (2)
menambahkan “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam
Akta Kelahiran”. Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak, baik anak
sah maupun anak luar kawin berhak memperoleh Akta Kelahiran.
Adapun persyaratan pencatatan kelahiran berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran Bagian Kesatu Pasal 3. Persyaratan pencatatan
kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat
berupa:
a. Surat keterangan lahir dari dokter / bidan / penolong kelahiran;
23
.Lukman (52 Tahun), Sekretaris Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 11 November 2016.
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b. Akta nikah / kutipan akta perkawinan;
c. Kartu Keluarga dimana penduduk akan didaftrakan sebagai anggota
keluarga;
d. KTP-el orang tua / wali / pelapor; atau
e. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.
Setelah melengkapi berkas persyaratan tersebut maka pemohon
dapat melakukan tata cara pencatatan kelahiran, tata cara pencatatan
kelahiran ada dua jenis yaitu dengan cara manual dan online. Pencatatan
kelahiran degan cara manual dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT
Pelaksana dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan
Instansi Pelaksana dan dilakukan dengan cara :
a. Pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan
menyerahkan berkas persyaratan kepetugas,
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta
merekam data kelahiran dalam database kependudukan,
c. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana manandatangani dan
menerbitkan register akta kelahiran da kutipan akta kelahiran; dan,
d. Kutipan akta kelahiran diberikan kepada pemohon.
Pencatatan kelahiran secara online terdaftar dalam KK (Kartu
Keluarga) yang sama dengan penduduk yang yang akan dicatatkan
kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet yang
dilakukan dengan cara :
a. Pemohon melakukan registrasi atau mengisi surat keterangan
kelahiran pada http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline
untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan
kelahiran,
b. Pemohon yang telah mendapatkan hak akses mengisi formulir pada
aplikasi pencatatan kelahiran dan mengunggah persyartan:
1. Surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelairan,
2. Akta nikah/ kutipan buku nikah
3. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing
c. Pemohon yang telah mngisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan
melengkapi persyaratan mendapatkan tanda bukti permohonan
d. Petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi
data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam
SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
e. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil
pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register
Akta Kelahiran
f. Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membutuhkan
tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran
69
g. Petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada
pemohon
h. Pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah
ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil.
Dalam hal pencetakan akta kelahiran tersebut hanya dapat dilakukan
sekali saja, namun ketika terjadi kesalahan dalam pencetakan maka
pemohon dapat melapor kepada instansi pelaksana melalui surat
elektronik.24
Pada dasarnya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Namun banyak pasangan suami-istri di Kab. Sinjai telah
menikah secara sah menurut agama namun tidak mencatatkannya di KUA
dikarenakan umur sang mempelai belum cakap hukum, telah menyandang status
duda dan janda namun belum resmi bercerai dimata hukum, kawin sirri, kawin
diluar negri atau bahkan karena kurangnya perhatian bagi masyatrakat betapa
pentingnnya akta nikah, untuk mengesahkan kembali perkawinannya dimata
negara maka mereka melakukan isbat nikah. Itsbat nikah dilakukan sebagai akibat
dari nikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah. Eksistensi kepastian hukum istbat
nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan
perkawinan dapat ditinjau dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan
judicial review UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Itsbat nikah itu
sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk
dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Permohonan itsbat
nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak,
wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut
kepada pengadilan agama/mahkamah syariah dalam wilayah hukum pemohon
bertempat tinggal dan permohonan istbat nikah harus dilengkapi dengan alasan
24 Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
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dan kepentingan yang jelas serta konkrit. Permohonan istbat nikah yang diajukan
oleh kedua suami istri bersifat voluntair, yang dimana produknya berupa
penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka
suami istri tersebut masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
Menurut Abd. Jabbar, ada banyak alasan mengapa pasangan suami–istri
melakukan istbabt nikah diantaranya, karena :25
1. “Akta/ Buku nikah tidak ada atau hilang
2. Untuk mengurus Akta kelahiran anak-anaknya
3. Orang yang menikah sebelum tahun 1974
4. Ingin bercerai/ istbat komulasi
5. Kepentingan mengurus pasport untuk jamaah haji dan umrah
6. Ingin mengeluarkan wasiat dari Bank dalam hal ini penetapan ahli
waris.”
Adapun data istbat nikah di Kabupaten Sinjai tahun 2011-2015 sebagai
berikut:
Tabel 3
Data Itsbat Nikah di Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2015
No. Tahun Istbat Nikah
1 2011 13
2 2012 10
3 2013 27
4 2014 15
5 2015 16
Sumber data : Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai Tahun 2016.
Tabel 3 menunjukkan jumlah itsbat nikah di Kabupaten Sinjai pasca
putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dimana setiap tahunnya
25Abd. Jabbar (50 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, Wawancara,
sinjai, 16 November 2016.
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permohonan untuk itsbat nikah tidak tetap. Alasan utama para pemohon
mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka
mengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan
kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua
(ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan
yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak
tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan
Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-
anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan
ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka
hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara
yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan
ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit
untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak
ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki
anak lain dari istri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada
Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama antara
lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari
perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.
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Dalam praktiknya, prosedur permohonan itsbat nikah, syarat-syarat yang
harus dipenuhi seseorang untuk melakukan itsbat nikah yang dikemukakan oleh
Abd. Jamil adalah sebagai berikut:26
1. “ Menyerahkan Surat Permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan
Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang
menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;
3. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa
Pemohon telah menikah;
4.    menghadirkan wali dan saksi pada saat melangsungkan perkawinan
5.    mengingat tanggal, bulan dan tahun dilangsungkannya perkawinan
6.    membawa mahar atau bukti adanya mahar
7. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah;
8.    KK (Kartu Keluarga) sebagai dokumen pendukung
9. Membayar biaya perkara;
10. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan”.
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, berikut
adalah data pendaftaran Akta kelahiran anak di Kabupaten Sinjai :
26Abd. Jamil (40 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, Wawancara,
Sinjai, 16 November 2016
73
Tabel 4
Kepemilikan Akta Kelahiran  Anak di Kabupaten Sinjai Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010(2011-2015)
No. Tahun
Sudah ada Akta
Kelahiran (jiwa)
Belum ada Akta
Kelahiran (jiwa)
Jumlah
1 2011 100.980 107.179 208.159
2 2012 111.407 116.684 227.091
3 2013 116.405 117.284 233.689
4 2014 122.743 118.604 240.347
5 2015 129.153 120.212 249.365
Sumber data : Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2016.
Tabel 4 menunjukkan jumlah kepemilikan Akta Kelahiran anak pasca
Putusan  Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, data tersebut
mencamtumkan jumlah keseluruhan diKab. Sinjai pada tahun 2011-2015. Anak
yang belum memiliki Akta Kelahiran masih begitu banyak jika dibandingkan
dengan anak yang telah memiliki Akta Kelahiran, hal ini disebabkan karena
kurangnya pengetahuan dan perhatian orang tua anak terkait dengan identitas
anaknya.
Tabel 5
Jumlah Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Sinjai berdarkan Istbat Nikah
Tahun 2011-2015
No. Tahun Sebelum Istbat Nikah (ibu
sebagai orang tua)
Setelah Istbat Nikah (Bapak
sebagai orang tua)
1 2011 3 3
2 2012 15 4
3 2013 12 10
4 2014 13 8
5 2015 1 4
Sumber data : Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2016.
Tabel 5 menunjukkan sebelum melakukan Istbat nikah ada beberapa Akta
Kelahiran anak yang tercantum sebagai orang tua adalah nama ibunya, hal
tersebut dikarenakan adanya orang tua (pasangan suami-istri) yang tidak memiliki
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Akta nikah, adapula karena hamil diluar nikah lalu menikah berdasarkan syarat
dan rukun agama namun selang beberapa waktu ditinggalkan oleh suaminya.
Kemudian setelah melakukan Istbat nikah, maka Akta Kelahiran anaknya dapat
berubah yaitu nama bapak yang tercantum sebagai orang tua, namun bagi psangan
suami-istri yang tidak dapat membuktikan perkawinannya akan tetap tercantum
nama ibu sebagai orang tua seperti halnya anak luar kawin. Dari data tersebut
dapat ditarikkesimpulan bahwa salah satu alasan mengapa pasangan suami-istri
melakukan istbat nikah karena untuk mendaftarkan Akta Kelahiran anaknya
setelah adanya keperluan mendesak bagi si anak misalnya untuk mendaftar
sekolah.
C. Kendala-kendala dalam Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah
Tanpa Akta Nikah  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-
VIII/2010
Mengurus surat kelahiran atau akta kelahiran sejatinya bukan masalah
yang sulit dan rumit. Pemerintah bahkan mendorong setiap warganya yang baru
mendapatkan kelahiran anak untuk segera mengurus akta kelahiran dan tak
menunda-nunda terlalu lama. Namun anjuran ini justru bertolak belakang dengan
praktek dilapangan.
Kesulitan akan terjadi apabila Kartu Keluarga tidak bersesuaian dengan
data si ayah dan si ibu. Padahal bermacam kemungkinan bisa terjadi pada Kartu
Keluarga (KK) yang tak sesuai. Si ayah atau si ibu (atau kedua-duanya) mungkin
belum masuk dalam daftar Kartu Keluarga (KK) karena namanya masih tercatat
dalam Kartu Keluarga (KK) (Domisili) lain sebelum dia menikah, adapula
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pasangan suami istri ini mengalami pemindahan tugas kekota atau provinsi lain
dan belum sempat mengurus KTP dan Kartu Keluarga (KK). Selain itu, kendala
dalam penerbitan dari akta kelahiran anak dikarenakan :
1. Rendahnya kesadaran masayarakat terhadap pentingnya administrasi
kependudukan salah satunya akta kelahiran, masyarkat membuat akta
kelahiran dengan alasan keperluan mendesak sehingga masyarakat meminta
percepatan proses pembuatan akta kelahiran, namun sarana dan prasarana
belum memadai, dan menunggu 5 sampai dengan 10 permintaan akta
kelahiran baru Operator Kecamatan mengantarkan berkas untuk pembuatan
akta kelahiran diantarkan dan diproses di Kantor Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Sinjai inilah kendala dimana proses pembuatan yang
memakan waktu yang cukup lama. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan
peristiwa kependudukan masih kurang dan pada pendaftaran pada tingkat
sekolah dasar di beberapa kampung di Kabupaten Sinjai akta kelahiran bukan
menjadi persyaratan penting, dengan kata lain sekolah tidak mewajibkan akta
kelahiran sebagai persyaratan dalam pendaftaran sekolah. Selain itu dari segi
geografis dan segi ekonomi menjadi alasan masyarakat kesulitan dalam
melaporkan peristiwa penting di bidang kependudukan.
2. Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung secara sederhana
yang dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang
lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor
pendukung. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil berkaitan dengan sarana dan prasarana serta tekhnologi informasi,
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kurangnya peralatan kantor dan sarana prasarana yang ada di Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan salah satu
penghambat dalam pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Sinjai.
3. Lambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maupun Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Sinjai, bahwa ketika melakukan
pendaftaranakta kelahiran anak tidak dipungut biaya atas penerbitan kutipan
akta kelahiran dan pelaksanaan pembuatan akta kelahiran, membuat
masyarakat belum mengetahui tentang pentingnya melaporkan setiap
peristiwa penting dan pentingnya atas kegunaan akta kelahiran serta sebagian
masyarakat masih berfikir pembuatan akta kelahiran masih menggunakan
biaya yang sangat mahal dan birokrasi yang rumit, serta masyarakat masih
ada yang belum mengetahui tentang adanya Operator Kecamatan disetiap
Kecamatan yang membantu masyarakat dalam pembuatan akta catatan sipil.
Adapun kendala-kendala lain yang diahadapi ketika ingin mendaftarkan
Akta kelahiran anak yang dikemukakan oleh Ali Hamdi yaitu :27
1. “Orang tua tidak memiliki Akka nikah, tanpa Akta nikah maka orang tua
tidak memiliki persyaratan utama dalam pendaftaran Akta kelahiran anak,
2. Masyarakat hanya ingin mengurus Akta kelahiran anaknya ketika ada
kepentingan yang mendesak,
3. Masyarakat tidak mau merasa kesulitan pada saat melakukan pengurusan
pendaftaran Akta kelahiran anaknya,
27Ali Hamdi (51 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, Wawancara,
Sinjai, 16 November 2016.
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4. Masyarkat tidak mengetahui bahwa pada saat melakukan registrasi
pendaftran Akta kelahiran anaknya itu sebenarnya gratis tanpa biaya
sepeser pun”
Mengenai kendala untuk mendaftaran Akta Kelahiran anak juga
dikemukakan oleh Rukman salah satu warga Desa Aska yang juga tidak memiliki
Buku Nikah sebagai berikut: 28
1. “Masyarakat pada umumnya hanya sibuk kerja untuk mencari makan
ketimbang merenungkan masa depan anak-anaknya apabila tidak
memiliki Akta kelahiran
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum
3. Masyarakat merasa risih ketika harus diperhadapkan dengan instansi
kepemerintahan”
Anak hasil nikah tanpa akta nikah tidak dapat di hukum dikarenakan
kesalahan dan perbuatan orang tuanya. Ia harus di perlakukan layak di dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu tidak manusiawi, hanya
karena ia anak tersebut memiliki orang tua tanpa Akta nikah lantas mereka
dianggapatau disamakan dengan anak luar kawin, ia tidak mendapatkan
perlindungan hukum berupa akta kelahiran. Hampir semua masyarakat
mengetahui bahwa akta kelahiran diperlukan untuk pendidikan dan sebagian lagi
mengetahui bahwa akta kelahiran diperlukan hanya untuk melamar pekerjaan.
28Rukman (30 Tahun), Masyarakat Desa Aska Kabupaten Sinjai, Wawancara, Sinjai, 19
November 2016.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas
oleh penyusun diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah namun tidak memiliki Akta
Nikah Tidak ada yang mendaftarkan Akta Kelahiran anaknya berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 melainkan dengan
cara Istbath Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai.
2. Kendala-kendala dalam Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah
Tanpa Akta Nikah  Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-
VIII/2010 yaitu:
a. Rendahnya kesadaran masayarakat terhadap pentingnya administrasi
kependudukan.
b. Faktor sarana dan prasarana,
c. Lambatnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maupun
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi Kabupaten Sinjai,
d. Orang tua tidak memiliki Akka nikah,
e. Masyarakat hanya ingin mengurus Akta kelahiran anaknya ketika ada
kepentingan yang mendesak,
f. Masyarakat tidak mau merasa kesulitan pada saat melakukan
pengurusan  pendaftaran Akta kelahiran anaknya,
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g. Masyarakat tidak mengetahui bahwa ketika melakukan registrasi pen
daftran Akta kelahiran anaknya itu sebenarnya gratis tanpa biaya
sepeser pun,
h. Masyarakat pada umumnya hanya sibuk kerja untuk mencari makan
ketimbang merenungkan masa depan anak-anaknya apabila tidak
memiliki Akta kelahiran,
i. Masyarakat merasa risih ketika harus diperhadapkan dengan instansi
kepemerintahan,
j. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum.
B. Implikasi
Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa implikasi dapat
dikemukakan sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan sosialisasi tentang program pemerintah tentang pembuatan
kutipan akta kelahiran gratis memberikan pengetahuan dan keingintahuan dari
masyarakat untuk mendukung sistem administrasi kependudukan dan
keinginan dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan pelayanan dan mengerahkan berbagai pihak termasuk kepala
sekolah untuk mewajibkan akta kelahiran sebagai persyaratan wajib
pendaftaran sekolah.
2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Sinjai tidak memberlakukan istbath nikah
bagi pasangan suami istri yang telah menikah setelah berlakunya Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan alasan ketika di
Indonesia khususnya di Kabupaten Sinjai memberlakukan hal tersebut, maka
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sama halnya pemerintah melegalkan perzinahan atau kawin kontrak karena
masyarakat memiliki alasan untuk melakukan hal tersebut atas dasar ketika
hendak menguruskan Akta Kelahiran anaknya maka pasangan suami istri dapat
dengan mudah memohon kepada pengadilan agama untuk istbath nikah.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 harusnya dapat
diberlakukan untuk semua anak yang hendak mengambil Akta Kelahiran
terkhusus di Kabupaten Sinjai juga seharusnya memberlakukan Putusan ini
untuk kepentingan anak Nikah Sirih dan semacamnya.
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- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1946
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
- Peraturan Menteri dalam Negeri No.9 Tahun 2016.
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Marhayana lahir di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
pada tanggal 01 Januari 1995 anak ke Empat (4) dari buah hati
Alm. Bapak Abd. Gani Parukkai dengan Ibu Marhumi.
Pendidikan formal dimulai di SDN No. 52 PUDE Desa Aska dan
lulus pada tahun 2009 melanjutkan kebangku SMPN 2 SIN-SEL lulus pada tahun
2011, setelah itu penyusun  mendaftarkan dirinya ke SMAN 2 SIN-SEL dinyatakan
lulus pada tahun 2013, tidak sampai disitu penyusun melanjutkan pendidikannya di
Universitas Islam Negeri Alauddin  jurusan Ilmu Hukum hingga saat ini. Beberapa
organisasi dan kegitan yang diikuti selama menempuh pendidikan diantaranya lomba
Palang Merah Remaja Tinggat Kabupaten Sinjai, Pendiri sanggar Mutiara SMAN 2
SIN-SEL, Anggota Himpunan Mahasiswa Bidik Misi Uin Alauddin Makassar
(HIMABIM), Anggota Racana Alauddin dan Maepadeapati (ALMAIDA) UIN
Alauddin Makassar (Pramuka UIN) , Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Komisariat Syari’ah dan Hukum.
